GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 89 TAHUN 2016
TENTANG

SISTEM MANAJEMEN INFORMASI TERINTEGRASI PEMERINTAH

Menimbang:

Mengingat

PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa dalam rangka pengintegrasian Sistem Manajemen
Informasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu dibangun
sistem aplikasi yang terintegrasi;

bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang
transparan, berdayaguna, berhasilguna dan akuntabel, perlu
dilakukan penyusunan Sistem Manajemen Informasi yang
terintegrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan Pasal 120 ayat (1)
dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950 Halaman 86-92);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843),;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/
M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola
Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional;

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara
Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2010 Nomor 8);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013
Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013 Nomor 195) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Teknologi
Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM MANAJEMEN

INFORMASI TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintabaq
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewcnangan daerah.

Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi adalah suatu sistem informasi yang
melibatkan berbagai unit dan memiliki keterkaitan antar sub-sistem sehingga
data dari satu sistem secara rutin dapat melintas menuju atau diambil oleh, satu
atau lebih sistem yang lainnya.

Aplikasi adalah perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer
langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna yang secara
arsitektur teknis dapat dibagikan penggunaannya karena kesamaan kebutuhan
fitur fungsionalitas.

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
SIPPD adalah aplikasi yang dipergunakan untuk mengelola usulan rencana
kegiatan pembangunan daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-
PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta
rencana pembiayaan sebagal dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit
kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa.

Sistem pengelolaan keuangan daerah adalah sistem yang mengatur tentang
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan
daerah.

Sistem penganggaran yang selanjutnya disebut e-budgeting adalah sistem yang
bertujuan memberikan panduan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), revisi, dan Perubahan APBD di Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah yang terintegrasi dengan SIPPD dan sistem standarisasi harga
barang dan jasa yang selanjutnya disebut e-shb.

Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut SHB adalah harga
satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.

Sistem Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya disebu.t e-shb
adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis
dan harga barang/jasa tertentu.

Sistem Rencana Kegiatan yang selanjutnya disebut e-project planning a@alah
sistem yang digunakan untuk mendefinisikan cara pemaketan pekerjaap,
penjadwalan serapan anggaran, target realisasi fisik dan keuangan, dan revisl
pemaketan yang terintegrasi dengan e-budgeting.

Sistem Kontrak yang selanjutnya disebut e-delivery adalah sistem yang menjamin

proses pembuatan kontrak dan kelengkapan dokumen pencairgn keuangan
berjalan dengan baik, meliputi lelang, pengadaan langsung, pemberian langsung,



swakelola instansi pemerintah lain, SPK perorangan, Addendum tambah kurang
dan perubahan waktu yang terintegrasi dengan e-project planning.

18. Sistem Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disebut e-penatausahaan
adalah sistem yang dipakai dalam proses penatausahaan keuangan sampail
dengan akuntansi yang terintegrasi dengan e-project planning dan sistem
pengendalian yang selanjutnya disebut e-controlling.

19. Sistem Pengendalian yang selanjutnya disebut e-controlling adalah sistem
pengendalian kegiatan yang di dalamnya termasuk program komputer berbasis
web untuk memfasilitasi pengumpulan informasi mengenai perkembangan
pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dan permasalahannya yang terintegrasi dengan
e-project planning dan e-penatausahaan.

20. Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah Online yang selanjutnya disebut PAD-
Online adalah sistem informasi yang menyajikan data target dan realisasi
penerimaan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah yang
Sah lainnya dikelola Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan Daerah.

21. Sistem Informasi dan Manajemen Aset Daerah yang selanjutnya disingkat SIM-
Aset adalah Sistern informasi pengelolaan barang milik daerah yang terintegrasi
dengan laporan standart akuntansi pemerintah dan terkoneksi diseluruh
Perangkat Daerah yang mengelola aset Daerah.

22. Sistem Informasi Manajeman Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG
adalah aplikasi yvang digunakan untuk mengelola data kepegawaian pada setiap
Perangkat Daerah yang terpisah, dan setiap saat dapat dilakukan konsolidasi
data keseluruhan secara otomatis.

23. Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut e-kinerja adalah
aplikasi kinerja pcgawai yang mengatur tentang sasaran kerja pegawai, presensi
online, dan hukuman disiplin.

BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Kebijakan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah  Daerah
dimaksudkan sebagai pedoman atau kerangka kerja yang mengatur dan mengelola
keseluruhan aplikasi Sistem Manajemen Informasi sumber daya Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Kebijakan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah ini

bertujuan: _ .
a. mengintegrasikan seluruh aplikasi Sistem Manajemen Informasi sumber daya

Pemerintah Daerah;

b. meningkatkan pelayanan publik yang makin cepat, transparan, berdayaguna,
berhasilguna dan akuntabel.

BAB 111
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Kebijakan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah ini
digunakan sebagai prinsip dan panduan bagi setiap unit kerja di lingkungan
Pemerintah Daerah dalam :

a. perencanaan,



b.

pengelolaan, dan

c. monitoring dan evaluasi.

BAB IV
PERENCANAAN
Pasal 5

Perencanaan Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Daerah

meliputi :

a. Regulasi Manajemen Sistem Aplikasi disesuaikan dengan Perkembangan
Teknologi Informasi dan Peraturan Perundangan Terbaru.

b. Kelembagaan yang menangani Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi
Pemerintah Daerah dilakukan oleh lembaga tersendiri dibawah Perangkat Daerah
yang membidangi Teknologi Informasi.

c. Sumber Daya Manusia yang mengelola dan mengembangan Sistem Manajemen
Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi Teknologi Informasi.

d. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berada pada masing-
masing Perangkat Daerah diintegrasikan pada Data Center.

e. Pengembangan Sistem Aplikasi dengan mengintegrasikan Sistem Manajemen

Informasi yang ada di pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten atau
Kota.

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Penanggung Jawab

Pasal 6

Penanggung jawab dari masing-masing sistem aplikasi adalah sebagai berikut:

a.

Penanggung jawab sistem aplikasi SIPPD adalah Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi perencanaan daerah.

Penanggung jawab sistem aplikasi e-budgeting adalah Kepala Perangkat Daerah
yang membidangi keuangan daerah.

Penanggung jawab sistem aplikasi e-shb adalah Kepala Unit Kerja yang
membidangi standarisasi harga barang daerah.

Penanggung jawab sistem aplikasi e-project planning adalah Kepala Unit Kerja
yang membidangi pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan daerah.

Penanggung jawab sistem aplikasi e-delivery adalah Kepala Unit Kerja yang
membidangi pengendalian dan evaluasi kinerja keuangan daerah.

Penangung jawab sistem aplikasi e-penatausahaan adalah Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi keuangan daerah.

Penangggung jawab sistem aplikasi e-controlling adalah Kepala Unit Kerja yang
membidangi pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan daerah.

Penangung jawab sistem aplikasi PAD-online adalah Kepala Perangkat Daerah
yang membidangi pendapatan dacrah.



Penangung jawab sistem aplikasi SIM-Aset adalah Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi aset daerah.

Penanggung jawab sistem aplikasi SIMPEG dan e-kinerja adalah Perangkat
Daerah yang membidangi kepegawaian daerah.

Bagian Kedua
Pelaksana

Pasal 7

Guna kelancaran pelaksanaan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Provinsi
Jawa Tengah dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Alur Penggunaan Aplikasi

Pasal 8

Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi e-budgeting terlampir pada Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi e-shb terlampir pada Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi e-project planning terlampir pada
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi e-delivery terlampir pada Lampiran
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi e-penatausahaan terlampir pada
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi e-controlling terlampir pada Lampiran
VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi PAD-online terlampir pada Lampiran
VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi SIM-Aset terlampir pada Lampiran
VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi SIMPEG dan e-kinerja terlampir pada
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Monitoring dan cvaluasi terhadap pengelolaan sistem manajemen informasi
terintegrasi dilaksanakan secara terpadu oleh tim yang dibentuk Gubernur.

Setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab
dari masing-masing sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan masing-masing sistem
aplikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan
pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal- 19 Vesember 2016

f,

Q:UBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 vesember 2016

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 89
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LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR  8Y “anun 2016

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN INFORMASI
TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI

JAWA TENGAH

GAMBARAN ALUR PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI e-project planning
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LAMPIRAN IV

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 8¢ ZAHUN 016

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN INFORMASI
TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

GAMBARAN ALUR PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI e-delivery

A. ALUR PROSES LELANG
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Setting :
-PA
- Bendahara
- PPK

P 4

B oS30 B T e b

Langsung’

- PPTK

4 e

! pilihMetode !
i  Pelaksanaan
: Pekerjaan ;
‘Pemberian §

£

o M VK 65 A RAARS S o AN DI

DI L e T

Pilih Kegiatan

i

Pilih Pekerjaan

ki

pilih ‘detail
pekerjaan’

Pilih ‘isi data honor’

i
i

Y

it st e A R G Ay

Pilih komponen yang%

honor §

s on oy

:
P
!

373
A

Upload excel daftar
honor

k

akan dibuat daftar ;

, Isi data form setting

C. ALUR PEMBERIAN LANGSUNG

Cetak Honor

B — ,;,3'(;;

Klik tools ‘OK’

header

Selesai

B




Start

D. ALUR PEMBELIAN LANGSUNG (SPL < 1 JUTA RUPIAH)

Setting i

-PA

’ - Bendahara

- PPK

! - PPTK

..... l

é,.: R ] e
1 Pilih Metode :

Pelaksanaan
; Pekerjaan
¢ Pembelian Langsung

' I
t-- g~ Pilih Kegiatan
£
£
g

i
|

pPilih Pekerjaan

LRI wRe

e

Klik tools ‘Cetak
Surat Pembelian
Langsung’ untuk
melihat preview

TR UEAN g Sy

TITER— Kk ‘simpan’

Isi data pada field

ey
yang tersedia

i

!

Y

{  Klik tools ‘cetak’
E untuk mencetak SPL

ervastire:

Pty

i@;,.___,_

Selesai

R L T

Frewir o e e emeny

Tirrarmammy w i meere pmsteears -
Iy

Pilih ‘detail
Pekerjaan’

Upload excel SPL

.

b

P T

Pilih ‘isi data SPL’

g -]

‘
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¢

Ed

¢

Pilih komponen yang
f akan dibuat data SPL
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G. ALUR PERSEORANGAN

- Bendahara
-PPK
-PPTK

Rerses s e s e iritnct
i

e e A seriareeg N e i DT A 2SR VNN T

piih Metode |
Pelaksa.naan ?- Pilih Kegiatan  i-——&+  Pilih Pekerjpan F——%
Pekerjaan ;

Pemberian langsungf;

-
N RTINS
o NEYTINIIRUNRY

Klik Buat SPK e Isi data SPK

oo nw

P
AN T

B i i S A S, T T L33 R AU T R AR TR,

.

Pilih Kode dan Nama
Rekening

l

Lihat draft cetak dan
cetak

Selesai '@2‘”‘— Simpan

&

L P
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]
i
i
|

H. ALUR ADDENDUM TAMBAH KURANG

PPK

Penyedia

Edit Nilai Nominal
Pekerjaan

Start

Cek Pengajuan
Usulan Tambah
Kurang

|
X

Setuju Usulan

Tambah Kurang
?

Hh
i
|

Jmm b L e, LYY,
{ i
1 Cek Revisi
Pengajuan Usulan [«f oo

Tambah Kurang

e s s e e s A

P —

st aiaaen

Cetak BA Perubahan

¥

Pekerjaan (BA
Addendum)

Selesai

Pt o e e A AR T A PR

brwctae 8% s

R

S Ep————

&

Edit Nilai Nominal !
Pekerjaan i

SRR S

e

e
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PP

! PerubahanWaktu

)

(.

Y‘a
|
;

Selesai

Cek Pengajuan |

CotacRAPerbaan
2 Peaksaris

I. ALUR ADDENDUM PERUBAHAN WAKTU

K

. .{
' i
i
H
| :
| i
i ;
i
' T
| !
b
i
i
i
{
i
1
!
|
i 1
i
SetujuiUsulan
Perubahan !
Waktu i
; 1
B e
!
: Cek Revisi {
| Pengajuan Usulan ———
; Perubahan Waktu
P
% i
!
%

PENYEDIA

Mulai

.
Edit Jangka Waktu
| Pelaksanaan (Usulan
| Perubahan Waktu)

l

L

Edit Jangka Waktu
Pelaksanaan (Usulan
Perubahan Waktu)
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LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN INFORMASI
TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

GAMBARAN ALUR PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI e-penatausahaan

A. ALUR UANG PERSEDIAAN (UP)

BENDAHARA
PPK BUD BANK JATENG
PENGELUARAN )
e ,..._...__.___\.
(Membuat SPPUP , : [ Pengz:;kla): Data
R - _.‘..«’/ \..._.____..4__J}
T ~
Kiik Pengajuan | i
Ulang ‘
-
5
[ Membuat Draft
| SPM
B Mo
- ~
Melengkapi
kelengkapan

dokumen fisik
pengajuan UP ‘ Z

T Pengecekan

Dokumen
Pengajuan UP
:
- Cokumen Betum Lengkap

Dckurmen lengkap

" hd
. Fiksasi dokumen UP : ]
Lo {Internal) B | :
; Kirim Data ke BUD : ¥ :
! : ) . ’ ' Pengecekan SPM J
dan dokumen

pengajuan UP

b4

- - -Daolak - . \
deetupn

Membuat SP2D

l Pengujian SP20 ’ S *—{ Pencairan SP2D

Y

) I.t

//“\\

U




BENDAHARA
PENGELUARAN

.

Membuat Bukti
Pengeluaran

l Membuat LP) GU I -
g ?

Pengajuan UlanglP)) 1
6U

Membuat SPP GU i

Klik Pengajuan |

Ulang J

N

Melengkapi 7
kelengkapan
l dokumen fisik |
\Jengajuan GU }

SN CRM—

Dekumen Belum Lengkap

'

dizetupt - .

B. ALUR GANTI UANG (GU)

PPK

-»! Persetujuan LP)GU
¥

. Pengecekan Data

Dokumen
Pengajuan GU

Ookum lengkap

Fiksasi dokumen GU !
(internal)

Kirim Data ke BUD )

Ditolak -

BUD

Pengecekan SPM
dan dokumen

pengajuan GU

BANK JATENG

»»' Pencairan SP2D

/’é\
=N
800

ot




BENDAHARA
PENGELUARAN

Pt

Melengkapi

kelengkapan
dokumen fisik {
pengajuan TU
: Pengecekan i
. Dokumen
‘ Pengajuan TU :
: -Dukumaelumlmghlp~~- .- !
I} ; L
i H N
E ; dem;neu‘hp
L ¥
; Fiksasi dokumen TU :
. : {Internal) .
: : Kirim Data ke BUD '
c ¥ :
Lo . Dt -
- i
o
N
Membuat Bukti ) P -
Pengeluaran ! ] i
H I[ '
¥ : !
I Membuat LP! TU |— wdeeoofems oo Persetujuan LPITU
P Ulang LP! A
engajuan Ulang L] & 4o LN
T vt AN :
| N i
diz;uin

ey Pengecekan Data
SPPTU

C. ALUR TAMBAHAN UANG (TU)

1
H
1
i
i
i
4
i
i
§
H
i

o

i

BUD

¥
Pengecekan SPMV

dan dokumen
pengajuan TU

Jeetupn

Membuat SP2D

Pengujian 5P2D

BANK JATENG

-
i
;
@




BENDAHARA

i
‘ Rincian Kontrak I

hid

Membuat SPP LS-BJ: B

|

Klik Pengajuan | ‘
Ulang

]
S S—
Melengkapi i
(' kelengkapan
dokumen fisik i
Qe.ngajuan SPp LS-?D
Dokunwa Belum umulm‘r

D.

_ PENGELUARAN

ALUR PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BARANG JASA

PPK

., Pengecekan Data
SPP 1S-BJ

¥

.
¥

Oitermae

v

[ Membuat Draft
k SPM J

Pengecekan
Dokumen
Pengajuan SPP LS-BJ

1

[

Dokunen lengkap

¥
Fiksasi dokumen LS-
BJ {Intemal)
Kirim Data ke 8UD

3

'

Orotak

8uUD

Pengecekan SPM
dan dokumen
pengajuan LS-8J

Membuat SP2D

Pengujian SP2D

i

BANK JIATENG

e —
»[ Pencairan SP2D '
N
/;,.’;:\':\
A
S




BENDAHARA
PENGELUARAN

%
Membuat SPP LS-
Pegawai [
+

Klik Pengajuan SR
Ulang

Melengkapi

kelengkapan
dokumen fisik
pengajuan SPP LS-
Pegawai

E. ALUR PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PEGAWAI

PPK BUD

; i - - 'T :
: N ; d
: | )
: Lo
s | i
b b
b N !
P . i
.t .. ,| Pengecekan Data :
i : SPP L5-Pegawai :
P ; ;
; : " :
Dk - - : K
Lo ) L
¢ ] ; : ;
B : Diterina . | i
R z . | ™embuatDraft
: SPM i
b i i
b i
P Pengecekan ‘
: Dokumen ‘
Pengajuan SPP LS- : i
i Pegawai i ; 5
¥ ; ;
- Dokumen Beom bnghan b oo e e o]
; i . :
Dexumen lenghap
fFiksasi dokumen lg\
; Pegawai {Internal}
: Klrim Data ke BUD
: 0 Pengecekan SPM
: . dan dokumen { :
; | . pengajuan LS ‘ ;
; Pegawai | :
| | : o
: DRodak - - e < - :
' » dm‘luiui : :
; ? : v . .
P D | Membuat SP2D ’ P
L . : L
z ‘ ¥ b
[ Pengujian SP2D ' : : -

BANK JATENG

- ‘w‘ Pencairan SP2D




F. ALUR PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) PPKD

BENDAHARA
_PENGELUARAN

PPK PPKD

: i
B . i H
' t .
> ]
PPKD i SPP LS-PPKD
L I’ |
: ¢

Kiik Pengajuan |, o otdakeeemie el >
Ulang

Melengkapl
kelengkapan
dokumen fisik iwm— -

pengajuan SPP LS-

H
i
--=+-~Dckumen Belum Lenghap -—

i
!

Pengecekan
Dokumen
Pengajuan SPP LS-
PPKD

3
v

: ___......«_-.\ >
’
1

1
Dokumen lenpkap

<

v

Fiksasl dokumen LS-

8UD

PPKO (Internal)
Kirim Data ke BUD

Pengecekan SPM
dan dokumen
pengajuan LS-PPKD

BANK JATENG

e s med

|

!

b

1

i

i
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BENDAHARA
PENGELUARAN
BLUD

rMembuat SPP LS-
BLUD
N

Klik Pengajuan
Ulang

Melengkapi
kelengkapan
dokumen fisik

pengajuan SPP LS-
BLUD

G. ALUR PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BLUD

PPK BLUD BUD

_('Pengecekan Data

SPP LS-BLUD

Ditodak

Diterima

( Membuat Draft
SPM

Pengecekan

Dokumen |
Pengajuan SPP LS-
BLUD

Dokumen Belum Lengkag

Dokumen lengkap

Fiksasi dokumen LS-
BLUD (Internal)
Kirim Data ke BUD

Pengecekan SPM

dan dokumen
pengajuan LS-BLUD

Ditolak
f

disetujui

Membuat 5P2D
Pengujian SP2D s

BANK JATENG

1| Pencairan SP2D




LAMPIRAN VI

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN INFORMASI
TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

GAMBARAN ALUR PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI e-controlling

A. ALUR DATA BELANJA DAERAH

SKPD PELAPORAN KA PELAPORAN PENGENDALAN
e —— . . g [EOTURO e T e s -~ s -
H { i
1 ! :
s 1 1
i H f
Wil i 14
L i
: ‘ 1
! %( ¥
| . it
; Monginputkan  § 0t
«‘ Realisai dan progress H ‘ .
i hsik ! H
T R |
. H
H % {
! ! B s
! : Mengnputkandaw ;L i
! Deviasindgatit? Y. permasalabandan ¢
{ . tanggunglawsb ¢ ¢ :
! [P 4 N S I i
] M i
i [ HE! i
N il {
i i i
!
N 4 1
1
: Rauu',Mu\gnmu\kan}‘, § '
o1 resume rakor SKRO { H ;
3 i :
B e ! por * } t
f L.} Melinatdata SKPD i
H 1 {ramet dan roatsasi) |
! H
|
i) i H
S 1 !
H
Tendapat skod %
. belumempwt - . e e e e F R
o dawd
v v
Aktifkan - - - R o Uhat Data
perpanjangan wakiu
bl
' Deviass Nega = X
Te Tuwg?
. -
4
Membudt surat
peringaton KPO
R 4 o
Mengoputkan Data
Pengawasan
¥
Melhat Data Ropat I S N Menginputkan 0ata
Triwutan (Rakor Tk b comme b s e e Rapat Trowulan
Provinsi)
. !
S {
Setesa




B. ALUR DATA PENDAPATAN

SKPD PELAPORAN KA PELAPORAN PENGENDALIAN
rm——
{ Ml }
|
)
X
\M' kan T:
o} Menginputkan Target
Awal Tahun ?f. ot o Pendapatan
~, e
N
Y
Menginputkan
Reallsai dan progr ¢
fisik
A4
Menginputkan alasan
tercapal dan Gdak 3o 1 Metihat dar SKPD
tercopal
.'Té“lﬁupat skpdh .
«  beluminpt - T
v, daw?
e
v
| A
b
i
et e e Yo e e Aktifkan | tihat Data Pelaporan
permnjangan waktu
|
b4
EgN
v e,
~Deviasi Negatif™, |
T., Teggi? 7
bv"\vz"’
Membuat surat
peringatan SKPD
elihat Data Menginputkan Data
Pergawasan  {,, Pengawasan
{Evaluasi} - {Evaluasi)
wll Kegiat
:
/.,.-.._V. w..?.«u.._.\g
H Selusal N
\

e




i
{ Menginputkan
Realisasi
Print
|
¥
Pilih Bulan
Print
1
i

C. ALUR DATA PRINT

BANGDA
(Pelaporan, Pengendalian)

{4 !
iy
{i
i
I |
i i
- !
i |
i i
i {
i i
i |
f i
: i
i |
]
:
1
i
}
|
|

u B print >

pilih Bulan | | |

|

= - | i

) z M |
] |
pilih SKPD | T '

| | 1

.

J | i

Print f

|

{ !

Selesai

GUBERNUR JAWA TENGAH,
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN INFORMASI TERINTEGRASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

GAMBARAN ALUR PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI SIM-Aset

A. SISTEM PENGELOLAAN MANAJEMEN

PERENCANAAN i PENATAUSAHAAN TATA KELOLA 3 PELEPASAN
1. RKBMD 1. PEMBUKUAN 1. PENJUALAN 1. PEMINDAHTANGANAN
2. RKPBMD 2. INVENTARISASI 2. TUNTUIAN 2. PEMUSNAHAN
3. PENGADAAN 3. PELAPORAN GANTI RUGI 3. PENGHAPUSAN
4. STATUS 3.  PEMANFAATAN
PENGGUNAAN 4. PENGAMANAN
DAN
PEMELIHARAAN
5. PENILAIAN
O Setelah ditetapkan Setelah dicatat Jika:
Statusnya, dicatat Bukukan baru 1. Tidak Ada Piutang
bukukan Bisa dilakukan 2. Hilang
pengelolaan 3. Rusak /Rusak Berat
4, Tdk, ada manfaat
ekonomi

Bisa dil akukan pelepasan




{

/SM\ KODE RERTNING

BEBAN PROG. KEGIATAN

PROGRAM
DAN KEGIATAN

KEU (BAS)
S
H l"'_' * - i
i /ﬂl | {RKBMID) {RKPBIMD)
L.. i RENCANA KEGIATAN RENCANA KEGIATAN !
! BELANIA MODAL PEME LIHARAAN
STANDAR KEBUTUMAN
1. STANCAR BARANG
2. STANDAR KEBUTUHAN: danfatau
3. STANDAR HARGA
......................................................................... >
]
{RKPBMD P) :
(RKBMO F) i
RENC. PERUBAHAN |
RENC.PERUBAHAN PEME LIMARAAN

ANGKA CAPAIAN RIIL
1.Base line
2. New idea

1. PERGESERAN
- 2. PERUBAHAN
3. TAMBAH/KURANG
- Memenuhi kebutuhan dasar -
- Ada Kegiatan Baru -

. RENCANA KEBUTUHAN .
1. PENGADAAN BARY :
PEMELIMARALN :
PEMANFAATAN

. PEMINDAH TANGANAN

. PENGHAPUSAN :

B RN

SEMESTER |

SEMESTER Il

Kelvaran /
Hasil Akhir

e o

Standar ﬁ]
@ Standar Kebivtuhan Hatga
Standas Barang Kebutuhan
TAnggatan
Rencana Kebutuhan ek
A et A B e bt 8 A s ._.,..)
5 6 7 8 9 10 11 12
> 2016
TUNLAAAY AL
U0 P ARALN
FEALANEAATAN Daltar
FENEN DM TANANAN pergadaan
[LENAVS FIVIN
1 2 3 4 S 6
> 2017
RO RY M)
Reattaw
pengadisn Pecutiahan

v

Rendana Perubahan

Keb Angg




B. SISTEM PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN C. SISTEM INFORMASI ASET

KiB F
. : /’\ ) /,f"*'\\
| AsET TETAP inaban ™, T ASET LAINNYA ' K°§:e";:w\)
L \\/ KF‘cngu R ,.a/\ -
1. TANAH 1.  ANGSURAN (PIUTANG) PENIUALAN ~ g . Qonm&o;} <
2. PERALATAN DAN MESIN 2. PIUTANG TUNTUTAN GANTI RUG! (TGR) — T ~5
3. GEDUNG DAN BANGUNAN 3. PIUTANG PEMANFAATAN . ;
4. ASET INFRASTRUKTUR [JALAN, 4. ASET TAK BERWUIUD { Jolan dan \ ; o | e
JEMBATAN DAN IRIGASI) 5. ASETLAIN-LAIN Lo L‘—-J TN
5. ASET TETAP LAINNYA N’ p ; [ woya | KIBE
ASET DALAM PENGERIAAN KIG D "___(-:L w,.-'.";.- E Farrevmny ! \\ manya )
{ ‘\.“/" J Rumwy i N
KELENGKAPAN PELAPORAN KELENGKAPAN PELAPORAN ! TN /,-L N
1. REKAPITULASIASET TETAP KARTUY PENJUALAN, TGR DAN TANAR u,w , f [Geauna dan } /
2. BUKU INDUK PEMANFAATAN _’\ ) ~ \ Fanguman ) e "“/’ "(
3. KARTU INVENTARISASI BARANG (KIB) 2. BUKU PIUTANG " \ 4 \
4. KARTU INVENTARISAS! RUANG (KIR) 3. MUTASIASET LAINNYA 1 1
5. MUTASIASET TETAP 4. MUTASI ASET TAK BERWUIUD
6. DEPRESIAS 5. AMORTISASI KiB A KiB C
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(2)Aset
Lain-Lain

F. PENGELOLAAN DAN PELEPASAN

1 2. 7GR

1. Perjualan

Permanen
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1

Pelepacan J

Pemindahtanginan

1. Penyert. Modal
2. Hilsah
3. Tukar Menukar

4‘ Tdk. Permanen

Pemanfaatin

Penghaputan i—

() Aset
Lain-Lain

Permutnahan }

1. Hilang
2. Rusak /Rusak Berat
. Tdk. ada manfaat ekonomi

Getelah ticak Aeninisulkan pi

uviang Mut-0}

Lakukan proszs penghapusan

Serzlah fidak menimbul<an piutanz (Pict=0)
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reklas ke aset lain-lain
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LAMPIRAN IX

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 89 T4HUN 2016

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN INFORMASI TERINTEGRASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

GAMBARAN ALUR PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI SIMPEG dan e-kinerja

BAGAN ALUR E-KINERJA BERBASIS ONLINE SYSTEM Fenganurin

_______________________________ JamKerja

Pemarntauan
Kehadiran

Tahunzn
Bulanan
Harian

: Aplih?i ! Perilaian
: Penggallan_

SKP &
Petilaku

L,

Ringan
Sedang

3 . ] = Bzrat

-.-—-—w---“ 1

e — —————————

‘AplikssiiTrp

-

Aplikasi Gaji

Ben‘da.haza .
Gaji

Abli.kas?
SIMDA

Pengajuan

SPM

Daftar
GCaji &
TPP




